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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk 

orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses 

terhadap keadilan agar hak mereka diakui, terjamin, dan 

dilindungi secara adil; 

b. bahwa pemberian bantuan hukum saat ini belum 

menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena 

adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum 

sehingga diperlukan peran paralegal untuk 

meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum; 

c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam 

Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat 

sehingga perlu diganti; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan 

Hukum; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945: 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5248); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara 

Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA 

TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN 

HUKUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 

Penerima Bantuan Hukum. 

2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan 

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi 

layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 

orang miskin. 

4. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan 

Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah 

tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan 

Hukum. 

5. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari 

komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum 

yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi 

sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi 

Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. 

6. Rekognisi adalah pengakuan terhadap Paralegal yang 

telah berperan dan berkontribusi dalam pemberian 

Bantuan Hukum, dalam bentuk surat keterangan 

sebagai Paralegal yang telah memiliki kompetensi. 

7. Pengakuan Kompetensi adalah pengakuan dari Badan 

Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat 

terhadap kompetensi Paralegal Pemberi Bantuan Hukum 

yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Paralegal. 
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8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya 

disingkat BPHN adalah unit utama yang menjalankan 

tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan 

hukum nasional pada Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

10. Kepala Badan adalah Kepala BPHN Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 

 

Pasal 2 

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi 

Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum. 

 

BAB II 

HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT 

 

Pasal 3 

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak: 

a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan 

pemberian Bantuan Hukum; dan 

b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, 

keamanan dan keselamatan dalam menjalankan 

pemberian Bantuan Hukum. 

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib 

melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum 

berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan standar layanan bantuan hukum. 

 

Pasal 4 

Untuk  dapat  direkrut  menjadi  Paralegal, harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; 

c. memiliki kemampuan membaca dan menulis; 



2021, No.96 
-5- 

d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi 

Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan 

e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB III 

KOMPETENSI DAN PELATIHAN PARALEGAL 

 

Pasal 5 

(1) Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus 

memiliki kompetensi yang meliputi: 

a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi 

wilayah, dan kelompok kepentingan dalam 

masyarakat; 

b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat 

dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak 

lain yang dilindungi oleh hukum; dan 

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa 

pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. 

(2) Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan 

pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum. 

(3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan 

Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan: 

a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan 

b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, 

pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh 

Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai 

mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan 

Hukum. 

 

Pasal 6 

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum dan dapat bekerja sama dengan: 


